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ABSTRACT 

The nasional commission on violence against women is an independen state institution for the enforcement 

of women’s human right in Indoensia. The women’s national commission was born from civil society, to 

the government to realize the state’s responsibility in dealing with issues of violence against women. The 

women’s national commission becomes a national human right institution that functions in developing and 

strengthening human right mechanisms in form of elimination violence against women at the local, 

national and International levels. However, the existence of a women’s national commission still has 

weaknesses in handling it properly and paying attention to it and does not show the characteristic of an 

effective human right institution . it is necessary to improve and strengthen the protection of human right 

in Indonesia, especially women’s right. The government needs to strengthen the national women’s 

commission as an independent instition to uphold women’s human right in Indonesia, by strengthening 

its law with a special law 

Keywords: National Commission on Violence Againts Women, Effective, Institutional.  

 

ABSTRACT 

Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan adalah lembaga Negara yang independen 

untuk penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Komisi nasional perempuan lahir dari 

masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab Negara dalam 

menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional perempuan 

menjadi lembaga nasional hak asasi manusia yang berfungsi dalam mengembangkan dan 

meneguhkan mekanisme hak asasi manusia untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan 

baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Namun eksistensi komisi nasional 

perempuan masih memiliki kelemahan dalam menangani sebagaimana memperhatikan dan 

tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi hak asasi manusia manusia yang efektif maka, perlu 

di tingkatkan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia khususnya hak-

hak perempuan. Pemerintah perlu memperkuat komisi nasional perempuan sebagai lembaga 

yang independen untuk menegakkan hak asasi mansuia perempuan di Indonesia, dengan 

memperkuat hukumnya dengan sebuah undang-undang khusus.  

Kata kunci: komisi nasional perempuan, efektif, kelembagaan    
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1.  Pendahuluan 

 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan 

lembaga nasional Ham yang dibentuk oleh negara sebagai wujud melindungi hak-hak 

perempuan dalam memenuhi hak asasi manusia. Banyaknya isu kekerasan terhadap perempuan 

sehingga haknya tidak terpenuhi, Komnas Ham Perempuan berperan khusus dalam melindungi 

perempuan hal tentu berbeda dengan Komnas HAM yang bersifat umum. Komnas HAM 

Perempuan lahir akibat dari para gerakan perempuan Indonesia yang menuntut dan 

menyuarakan agar pemerintah menanggapi persoalan perlindungan terhadap perempuan akibat 

banyaknya kasus –kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan pada 

tahun 1998.1 Hal itu membuat pemerintah meresmikan pembentukan Komnas Perempuan 

melalui Keppres No 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan dengan Keppres No. 65 Tahun 2005 sebagai bentuk tanggapan pemerintah terhadap 

gerakan-gerakan perempuan.2 

Sejauh ini Indonesia telah meratifikasi sekitar 10 (sepuluh) instrument internasional 

HAM dari 25 (dua puluh lima) yang sudah diterima masyarakat Internasional. Beberapa 

konvensi yang melindungi hak perempuan diantaranya adalah: 

Pertama, Konvensi Internasional Hak Politik Wanita (Convention on the Political Right of Women) 

tahun 1952 dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Woman: 

CEDAW) tahun 1979 diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1984.3 

Pada Konferensi HAM sedunia tahun 1993 telah menjelaskan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan merupakan pelanggaran HAM karena sama dengan telah merampas hak-hak 

perempuan atas kejahatan yang dilakukan. Sehingga hukum HAM Internasional pun menentang 

kekerasan terhadap perempuan. Maka, eksistensi Komnas Perempuan dibentuk khusus untuk di 

Indonesia sebagai pemenuhan perlindungan HAM pada perempuan. Untuk mengakhiri 

kekerasan terhadap perempuan , beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain 

menjamin informasi hak perempuan yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, 

memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak 

perempuan dan anak, memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan di daerah, 

serta menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga 

 
1  M R A Farid, ‘Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus 
Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center’, SAWWA: Jurnal Studi Gender, 14.2 (2019), 175–90 
<https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.  
2  Wina Puspita Sari and Casa Bilqis Savitri, ‘Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 
Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan’, Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7.2 (2019), 136–50 
<https://doi.org/10.21009/communicology.012.03>. 
3  Rifa’ Rosyaadah and Rahayu Rahayu, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap 
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional’, Jurnal 
HAM, 12.2 (2021), 261. 
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lMasyarakat). lPenekanan lkebijakan lperlindungan lperempuan ldan lanak ldari ltindak lkekerasan 

lditekankan lpada laspek lpencegahan, lpelayanan ldan lpenanganan.4  

Di lIndonesia lsecara lsecara lfaktual lkondisi lperlindungan ldan lpenegakan lHAM lmasih 

lsangat lrendah, lmengingat lmasih lbanyaknya lkasus lkekerasan lterhadap lperempuan. lBerdasarkan 

ldari ldata lKomnas lPerempuan ldalam lcacatan ltahunan l2021, ljumlah lkekerasan lterhadap 

lperempuan lsepanjang l2020 lsebesar l299.911 lkasus, lterdiri ldari lkasus lyang lditangani loleh: l1) 

lPengadilan lNegeri ldan lPengadilan lAgama lsejumlah l291.667 lkasus, l2) lLembaga llayanan lmitra 

lKomnas lPerempuan lsejumlah l8.234 lkasus, l3) lUnit lPelayanan ldan lRujukan l(UPR) lKomnas 

lPerempuan lsebanyak l2.389 lkasus, ldengan lcatatan l2.134 lkasus lmerupakan lkasus lberbasis lgender 

ldan l255 lkasus ldiantaranya ladalah lkasus ltidak lberbasis lgender latau lmemberikan linformasi.5 

 Banyak lyang lmempertanyakan lperan lKomnas lPerempuan lsebagai lmandat luntuk 

lmemberikan lperlindungan lterhadap lperempuan ltidak lefektif ldalam lmengatasi lmasalah. lDalam 

lefektifitasnya lKomnas lPerempuan lsebenarnya ltidak ldapat ldilepasnya ldari lpersoalan 

lkelembagaannya lyang lmasih lmengandung lbanyak lkelemahan lhal lsistem lketatanegaraan 

lIndonesia. lSeperi ldasar lhukum lpembentukan lKomnas lPerempuan lhanya lberdasarkan lbeleid lyang 

lditetapkan loleh lpresiden, lyaitu lKeppres lNo. l181 lTahun l1998 lyang lkemudian ldi lperbaharui 

ldengan lPerpres lNo. l65 lTahun l2005. lJustru lmemperlihatkan lrapuhnya ldasar lhukum lKomnas 

lPerempuan. lBelum llagi lperaturan lkelembagaannya ljika ldikaitkan ldengan lpersoalan 

lindepedensi, lalokasi langgaran, lkewenangan ldan ldukungan lsumber ldaya lyang ldirasakan lmasih 

lmengandung lbanyak lpermasalahan. 

 Berdasarkan luraian ldiatas, ltulisan lini lakan lmembahas lpersoalan lefektifitas lkelembagaan 

lKomnas lPerempuan lyang lakan lditinjau ldari lsegi lpengaturannya, lbaik lberdasarkan lhukum 

lnasional lmaupun lhukum lInternasional lterkait ldengan lelemen-elemen lkelembagaan linstitusi 

lNasional lHAM lyang lefektif. lHal lini ldimaksud lagar lmendapatkan lpemahaman lyang lmemadai 

lmengenai lpengaturan lterhadap lefektifitas lkelembagaan lKomnas lPerempuan lsaat lini lbeserta 

limplikasinya. lSehingga ldapat ldijadikan llandasan luntuk lmelakukan lpenataan lkedepan. 

 
4  Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, Analisis Standar Pelayanan 
Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3 (2015), 103–11. 
5  Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan 
Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, 
Jakarta, 2020. 
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2. l lMetode lPenelitian 

 Penelitian lini lmenggunakan lmetode lpendekatan lhukum lnormatif, lyaitu lpenelitian 

lhukum lyang ldilakukan ldengan lcara lmeneliti lbahan lpustaka latau ldata lsekunder lbelaka. lDalam 

lpenelitian lini, lhukum ldikonsepkan lseperti lyang ltertulis ldalam lperaturan lperundang-undangan 

latau lnorma-norma lpositif ldi ldalam lsistem lhukum lyang lberfungsi lmengatur lkelembagaan 

lKomnas lPerempuan. lData ldari lpenelitian lini lmerupakan ldata lsekunder latau lbahan lkepustakaan 

lyang lberupa lbahan lhukum ldari lbahan lprimer, lsekunder, ltersier lyang ldianalisis lsecara ldeskriptif 

lanalitis lberlandaskan lteori-teori ldan lkonsep lyang lrelevan ldengan lpenelitian. 

 

3. l lPembahasan l 

Efektivitas lkelembagaan lKomnas lPerempuan ldalam lmenjalankan ltugas ldan lfungsinya, 

ldapat lditinjau lberdasarkan lelemen-elemen lkelembagaan linstitusi lnasional lHAM lyang lefektif, 

lyaitu: 

3.1. lYurisdiksi ldan lWewenang lKomnas lPerempuan 

Komnas lPerempuan ldidirikan latas ldasar luntuk lmewujudkan ltercapainya lperlindungan 

lHAM lterhadap lperempuan, lsehingga lwewenang lKomnas lPerempuan lharus ldidukung ldengan 

lkejelasan lyurisdiksi ldan lmemadai. lSebagai llembaga lyang lberfungsi ldan lmemiliki lwewenang 

lkhusus, lKomnas lPerempuan lsaat lini lmasih lbelum lmampu lmerefleksikan ldalam lmenjalankan 

lmandatnya.6  

lHal ltersebut ldisebabkan loleh: 

a. Dilihat ldari lsegi lyurisdiksi lkelembagaan, lterdapat lbenturan ltugas ldan lfungsi lantara 

lKomnas lPerempuan ldengan lkelembagaan llainnya, lseperti linstitusi lNasional lHAM, 

lKPAI, lKementrian lPemberdayaan lPerempuan ldan lPerlindungan lAnak, lserta 

lKementrian lSosial. 

b. Kelemahan lKomnas lPerempuan ldapat ldikatakan lkewenangan ldalam lmenjalankan ltugas 

lbelum lmemadai, lhal ltersebut lterkesan lhanya lmenjadi llembaga lyang ltidak ldapat 

lmemaksakan lpelaksanaan.7 lpenyebab llemahnya lkewenangan lKomnas lPerempuan 

ldiawali ldari ltidak lmempunyai lkewenangan lkuasi lyurisdiksional l(quasi-yurisdictional 

lcompetence) luntuk lmenyelidiki ldan lmemeriksa lperistiwa ltindak lkekerasan lterhadap 

lperempuan ldan/atau ldugaan lpelanggaran lHAM, lkhususnya lterhadap lperempuan, 

lsehingga lKomnas lPerempuan ltidak ldapat lmelakukan lpenyelidikan ldan lmemeriksa 

lperistiwa latas ldugaan lterjadinya ltindak lkekerasan lterhadap lperempuan ldan/atau 

lpelanggaran lHAM lperempuan, ltidak ldapat lmendengarkan lketerangan ldari lkorban ldan 

lsaksi lsebagai lpenyerahan lalat lbukti, lmemanggil lpihak lterkait luntuk lmemberikan 

lketerangan lsecara ltertulis lmaupun ldokumen lyang ldiperlukan ldengan lpersetujuan 

 
6 Wiwik Afifah, ‘HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA 

HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2018 

<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>. 
7  Enny Soeprapto and Ery Seda, ‘TENTANG DAMPAK KINERJA KOMNAS PEREMPUAN 
SELAMA 1998 – 2009’, 2010. hlm. 21. 
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lpengadilan, ldan ltidak ldapat lmeminta lbantuan lPengadilan luntuk lmelakukan 

lpemanggilan lpaksa l(sub-poena) lterhadap lorang lyang ldiperlukan lketerangan latau 

lkesaksiannya, lKomnas lPerempuan ltidak lmempunyai lkedudukan lhukum l(legal 

lstanding), ldan langgota ldan lstaf lKomnas lPerempuan ltidak lmempunyai lkekebalan l(hak 

limunitas) ldari ltuntutan lhukum ldalam lmenjalankan ltugasnya. 

Ketiadaan lkewenangan lkuasi lyuridiksional lyang ldimiliki lKomnas lPerempuan lmerupakan 

lakibat ldari lperaturan-peraturan lkonstitutifnya lyang lhanya lsetingkat lpepres. lSecara lsubstansi 

lpepres lNo. l65 lTahun l2005 lyang lmengatur lsejumlah lkewenangan lKomnas lPerempuan, lsehingga 

ltidak lmenyangkut lperlindungan l ltetapi lhanya lmenyangkut lbidang lpemajuan ldalam lmengenai 

lhak-hak lasasi lperempuan. lAkibatnya, lKomnas lPerempuan ltidak lmemiliki lkewenangan lkuasi 

lyurisdiksional.8 lBerarti, lKomnas lPerempuan lbukan lmerupakan llembaga lyang ldapat lmenerima 

ldan lmenangani llangsung lpersoalan lpelanggaran lhak lasasi lperempuan, lmelainkan lhanya lsebagai 

lpendamping lbagi lsi lkorban ldan lmembimbing luntuk lmerujukkan llaporannya lkepada linstitusi 

llain lyang lberwenang. lKomnas lPerempuan l(Perempuan l2017) lmerupakan lpenjembatan lantara 

lmasyarakat ldengan lpemerintah. lMandat ldari lKomnas lPerempuan ladalah luntuk: l1) 

lmengembangkan lkondisi lyang lkondusif lbagi lpenghapusan lkekerasan lterhadap lperempuan ldan 

lpenegakan lHAM, lkhususnya lHAM lPerempuan; ldan l2) lmeningkatkan lupaya lpencegahan ldan 

lpenanggulangan lsegala lbentuk lkekerasan lterhadap lperempuan ldan lperlindungan lHAM 

lPerempuan. lPeraturan lPresiden lNomor l65 ltahun l2005, lmengatur ltugas ldan llingkup lkerja 

lKomnas lPerempuan. lAda l5 l(lima) ltugas ldan llingkup lkerja lKomnas lPerempuan, lyakni: 

lmeningkatkan lkesadaran lpublik, lmelakukan ltinjau lulang latas lproduk lhukum, lmelakukan 

lpemantauan lkasus lkekerasan lterhadap lperempuan, lmenyediakan lmasukan ldan lrekomendasi, 

ldan lmembangun lkerjasama ldi ltingkat llokal, lnasional, lregional ldan linternasional. lKomnas 

lPerempuan ltidak ldiberikan ltugas ldan llingkup lkerja luntuk lmendampingi lkorban lkekerasan lsatu 

lpersatu. lWalau ldemikian, ltidak lmungkin ljuga lKomnas lPerempuan lmenolak lapabila lada lkorban 

lkekerasan lyang ldatang lke lKomnas lPerempuan. lAkhirnya, lsejak ltahun l2005, lKomnas lPerempuan 

lmembangun lUnit lPengaduan luntuk lRujukan l(UPR). lUnit lini lyang lbertugas luntuk lmenerima 

lpengaduan, lbaik ldatang llansung, ltelepon lmaupun lemail.9 

Kewenangan lKomnas lPerempuan ldalam lmelakukan lpemantauan lterhadap lperistiwa 

lpelanggaran lHAM lpada lperempuan lhanya ldalam lmemastikan lapakah lpenanganan ltersebut 

lsudah lberjalan lsebagaimana lmestinya loleh llembaga lyang lberwenang. lBaik ldi llevel lpenegak 

lhukum, lsampai lke llevel lpemerintah ldengan lmemenuhi lhak-hak lperempuan. 

Dengan lmembangun lmekanisme lkerja lKomnas lPerempuan, ldalam lhal lini lKomnas 

lPerempuan lmembentuk lsistem lsebagai lpembantu lpara lkorban lkekerasan lterhadap lperempuan, 

lunit lakan lmerujuk lkorban lsesuai ldengan lkebutuhan lkorban. lBerbeda ldengan lKomnas lHAM, 

lKomnas lPerempuan ltidak lmemiliki lmandat luntuk lmelakukan lpenyelidikan ldan lpemeriksaan 

 
8  Ibid.  
9  Menara Ekonomi, ‘SEBAGAI VARIABEL MEDIASI Magister Manejemen STIE KBP , Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Padang 1 . 1 Latar Belakang Masalah Ketidakadilan Yang Dialami Kaum 
Perempuan Masih Merupakan Fenomena Yang Tidak Kelihatan . Hal Ini Mendorong Mereka Untuk 
Memprok’, VI.2 (2020), 21–33. 
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lyang lbersifat lpro ljusticia, lapabila lterjadi lpotensi lkekerasan lyang lserius, lmaka lKomnas lPerempuan 

lmeng-dokumentasikan lkasus ldan lmembentuk lmekanisme lpelapor lkhusus. lPelapor lkhusus lialah 

lseseorang lyang ldiberi lwewenang luntuk lmengembangkan lmekanisme ldan lprogram lyang 

lkomprehensif luntuk lmencari ldata ldan linformasi lserta lmendokumentasikan lpengalaman-

pengalaman lyang lberhubungan ldengan ltindak lkekerasan ltehadap lperempuan. lTujuan lini 

ldilakukan luntuk lmengatahui lmasalah lyang lterkait lkekerasan ldan ldiskriminasi lserta lmencari 

lsolusi luntuk lmenyelesaikan lpemenuhan lhak lkorban. 

Mekanisme lini ldibangun ldengan lmengadopsi lmekanisme lPpelapor lkhusus lyang lada ldi 

lPBB lyang lbertema, lisu latau lwilayah. lPelapor lkhusus lKomnas lPerempuan ldibantu loleh lgugus 

lkerja latau lsatuan lkerja lyang lmendukung lPelapor lKhusus ldalam lmenjalankan ltugasnya. lDengan 

lprinsip lindependen ldan lberperspektif lPelapor lKhusus lbekerja luntuk lmemberikan lperlindungan 

ldan lpemenuhan lhak lkorban lsecara lefektif. lHasilnya lmembuat lPelapor lKhusus lmenghasilkan 

lrekomendasi luntuk lmembawa lkasus-kasus lyang lada lpada lpenyelidikan lyang lsifatnya lpro ljusticia 

lkepada llembaga lyang lberwenang lseperti lPelapor lKhusus lyang lterjadi lperistiwa ldi lAceh, ldan 

lPoso. l 

Namun, ltugas ldan lfungi lpelaksanaan lKomnas lPerempuan ljika ltanpa ldisertai ladanya 

lkewenangan lkuasi lyurisdiksional, lmaka lhasil lkerja lKomnas lPerempuan ldijamin ltidak lakan 

lefektif lsehingga lberdampak lpada lkurang lbobotnya lpendapat, lsaran, ldan lpertimbangan lmaupun 

lrekomendasi lyang ldisampaikan loleh lKomnas lPerempuan lkepada lpemerintah.10 

 

3.2. lKemudahan lUntuk lDiakses ldan lKerjasama lYang ldilakukan lOleh lKomnas lPerempuan 

Untuk lmengembangkan loptimalnya lfungsi lyang lada, lKomnas lPerempuan lharus lmampu 

lmenjadi llembaga lyang lmudah ldi lakses loleh lpublik lterutama loleh lpihak-pihak lyang lsangat 

lmembutuhkan lperan lKomnas lPerempuan luntuk lperlindungan. lMaka lperlu lKomnas lPerempuan 

lberperan laktif ldalam lmeningkatkan lakses lkepada lkorban, lantara llain: 

a. Mampu lmenggali lfakta ldengan lcepat ldan ltanggap, lmelakukan lsurvei llangsung lke ltempat 

lterjadinya lperistiwa ldan lmelakukan lpengaduan ldan lpermintaan llangsung ldari lkorban 

luntuk lpembuatan lkeputusan/ lkebijakan. 

b. Mekanisme lpelapor lkhusus, lmerupakan lpakar lyang ldiangkat lsebagai lPelapor lKhusus 

luntuk lmelaporkan lkondisi lpelanggaran lHAM lperempuan. 

c. Mekanisme lpenggalangan ldan lpengelolaan ldan lmasyarakat luntuk lmendukung llembaga-

lembaga lpemberik llayanan latau ladvokasi lperempuan ldi lseluruh lIndonesia. 

d. Pemberian lsurat ldukungan luntuk lperempuan lyang lmenjadi lkorban lkekerasan luntuk 

lmencari lkeadilan lkepada llembaga lterkait, laparat lpenegak lhukum, ldan ljuga lpemerintah 

luntuk lpemenuhan lhak lperempuan. 

Persoalan lakses lkorban lpelanggran lHAM lterhadap lKomnas lPerempuan lsangat lkurang 

lmaksimal. l l lHal lini ldisebabkan lkurang lmeratanya lkeberadaan lKomnas lPerempuan lyang lhanya 

lberada ldi lwilayah ltertentu, lapalagi lperempuan lyang ltinggal ldi lwilayah lrawan lkonflik, latau 

lwilayah ltingkat lkemiskinan ltinggih, ljustru lwilayah ltersebut lsering lterjadi lperistiwa lkekerasan 

 
10  Loc.cit. 
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lHAM ldan lsering ltidak lterpublikasi loleh lKomnas lPerempuan, lsehingga ltidak lefektif lmenjangkau 

lkasus-kasus lHAM lterhadap lperempuan lyang lberada ldiwilayah ltersebut. lMenurut lWiwik lAfifah, 

lperempuan lkesulitan lperempuan lbelum lsepenuhnya lbisa lmengakses lbantuan lhukum lkarena 

lpembuktian, lekonomi, ldan lpsikologi, lserta lpenyebaran linformasi ltentang lbantuan lhukum ldari 

lpemerintah lbelum lada.11
 lProblematika lini lyang lmembuat lperempuan lkesulitan ldalam 

lmengakses lbantuan lhukum ldan lperlindungan lterkait lkasus lpelanggaran lHAM lperempuan. l 

Namun lpada ltataran limplementasi lpemenuhan ldan lperlindungan lterhadap lhak-hak 

lperempuan lbelum ldapat lmenyentuh lkeseluruh llapisan lmasyarakat, ltermasuk lmasyarakat ldi 

ldaerah lperdesaan. lDaerah lperdesaan lseperti lRumberu lyang lterletah ldi ldataran ltinggi lpulau 

lseram ldan ljauh ldari lpusat lkota, ldengan lakses ljalan ldan ltransportasi lyang lsulit, lserta lsulitnya 

lakses linfomasi lkarena lketerbatasan lpendidikan lmenjadi lpenyebab lkurangnya lpemahaman 

ltentang lpemenuhan ldan lperlindungan lhak-hak lperempuan. lDesa ltelekomunikasi, lhal lini 

ldiperparah ldengan lbudaya lpatriakhi lyang lmendominasi lpola lpemikiran lmasyarakat lserta 

lrendahnya ltingkat lpendidikan lmenjadi lpenyebab lkurangnya lpemahaman ltentang lpemenuhan 

ldan lperlindungan lhak-hak lperempuan.12
 lPerempuan ljuga lmemiliki lketerbatan lminimnya 

linformasi lterkait ladanya llembaga lyang ldapat lmemberikan lperlindungan lkepadanya, lsehingga 

lperlu ldi lperluas lgugus ltugas lseperti ldi lPapua ldan lAceh lsebagai lbentuk lmemaksimalkan lkinerja 

lKomnas lPerempuan luntuk lmelindungi lhak-hak lperempuan lyang ldilanggar. 

Adapun lalasan lperempuan lkorban lkekerasan lseksual ltidak lmelapor lkarena lkesulitan 

ldalam lmengakses llembaga llayanan lterkait lseperti ltempat ltinggal lyang ljauh ldari llembaga llayanan 

ltersebut lsehingga lmembutuhkan lbiaya, lperubahan latau lrestrukruisasi, ladanya laspek lkesalahan 

lteknik ldan lpola lpendataan ldilembaga lnegara lyang lbelum lsempurna.13 

Salah lsatu lpersoalan lyang ldirasa lcukup luntuk lmengatasi lmasalah ltersebut ladalah ldimulai 

ldengan lpenyebaran linformasi ltentang lkeberadaan lKomnas lPerempuan. lLembaga-lembaga 

lnegara lharus lbekerja lsama luntuk lmengenalkan ltugas ldan lfungsi lKomnas lPerempuan, lagar 

lmudah luntuk ldi laskes lbagi lsiapapun lyang lmembutuhkan lperlindungan lterutama lkorban 

lkekerasan ldan ldiskriminasi. lAdapun lupaya lyang ldilakukan loleh lKomnas lPerempuan luntuk 

lmemperluas linformasi ltentang lkeberadaannya ldengan lsebuah lkegiatan ldan lkerjasama lmelalui 

lprogram, ldiantaranya lprogram lpenerbitan ldokumen, lprogram lcatatan ltahunan, lprogram lforum 

lbelajar, lprogram lpemantauan lserta lprogram ladvokasi ldan llegislasi. 

Program lini ldilakukan lKomnas lPerempuan lbekerjasama ldengan lsesama linstitusi lnasional 

lHAM lseperti lKPAI, lKomnas lHAM, ldan llembaga-lembaga llainnya, lsedangkan lditingkat 

lInternasional lKomnas lPerempuan lbekerja lsama ldengan llembaga-lembaga lyang likut lturut lserta 

 
11 Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 

2020’, 16 (2020). 
12  Mahrita Aprilya Lakburlawal, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktoseja, ‘Penyuluhan 
Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram 
Bagian Barat Perjalan Manusia Dan Menjadi Permasalahan Dunia . Pada Tingkat Internasional Dasar Human 
Right ( DUHAM 1948 ), Walaupun Tidak Dinyataka’, Vol. 1 No. 2 (2021), 85–93. 
13  Utami Zahirah Noviani P and others, ‘Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada 
Perempuan Dengan Pelatihan Asertif’, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No.1 
(2018), 48. 
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ldalam lpertemuan lPBB ldan llain-lain. lNamun lmasih lbanyak lhalangan luntuk lmewujudkan 

lefektifitas lkelembagaan lKomnas lPerempuan lsebagai linstitusi lperlindungan lHAM lperempuan. 

lAda lbanyak ltantangan lyang lharus ldihadapi lKomnas lPerempuan, lyaitu: 

a. Keterbatasan lpemahaman ldari lkalangan lpihak ltentang lpentingnya lperan linstitusi lHAM 

ldalam lfungsi ldan ltugasnya. lApalagi lKomnas lPerempuan lsaat lini lmasih lberada ldi lpusat 

lkota, ltanpa ladanya lkantor lperwalian lbagi lwilayah lyang lrawan lkonflik. 

b. Kurangnya lproaktif ldari lberbagai lpihak lseperti lpemerintah, laparat lpenegak lhukum, ldan 

lkalangan lmedia ldalam lmempublikasikan lkeberadaan ltermasuk ldalam lmensosialisasikan 

lberbagai lprogram ldan lkegiatan lsecara lrutin ldi lmedia lmassa. 

 

3.3. lIndependensi lKomnas lPerempuan l 

Komnas lPerempuan lmemiliki ltugas ldan lfungsi ldalam lmemberikan lperlindungan lhak-hak 

lasasi lterhadap lperempuan lseharusnya llebih lefektif ldalam lmenjalankan lmandatnya lterutama 

lmemperlihatkan lindepedensi lsebagai linstitusi lKomnas lHAM. lFaktanya, lKomnas lPerempuan 

ltidak ldilandaskan lsebagai lkelembagaan lyang lutama lsehingga lrentan ldiintervensi lkarena 

lbeberapa lpersoalan lutama lyaitu: 

a. Pertama, lbelum loptimalnya lstatus lhukum lpembentukan lKomnas lPerempuan lsebagai 

lInstitusi l lNasional lHAM lyang lhanya lberdasarkan lperpres. lMeski ldinyatakan lsebagai 

llembaga lbersifat lindepeden lnamun ldasar lhukum lpengaturan lKomnas lPerempuan lhanya 

lberdasarkan lperpres lyang lrentan, lkarena lsebagai lsalah lsatu ljenis lperaturan lperundang-

undangan lsemata-mata latas lkewenangan lPresiden. lApabila lPresiden lberanggapan lKomnas 

lPerempuan ltidak ldiperlukan, lmaka lbisa lsaja lterjadi lKomnas lPerempuan ldihentikan latau 

ldicabut lmandatnya. lTentu lsaja lhal lini ltidak lsesuai ldengan lsyarat lkelembagaan linstitusi 

lnasional lHAM lyang lefektif ldimana lharus lada lotonomi lhukum lpembentukan. lIni ldilakukan 

ldengan lmaksud lagar ldasar lhukum lpembentuk linstitusi lHAM lmemiliki lkekuatan lhukum 

lmisalnya ldiatur ldengan lUndang-Undang. 

b. Kedua, lpersoalan ldasar lhukum lpembentukan, lkelemahan lindependensi lKomnas 

lPerempuan lialah lberkaitan ldengan lpersoalan langgaran. lSelama lini lalokasi langgaran ldari 

lnegara lmasih lmenginduk lkepada lsatu langgaran ldengan lKomnas lHAM. lHal litu ldapat 

lmenimbulkan lpermasalahan ldimana lseharusnya lsebagai llembaga lindependen, lKomnas 

lPerempuan lharus lmemiliki lkemandirian langgaran ldan ltidak lbergantung lpada langgaran 

linstitusi llain. l 

c. Ketiga, lkarena langgaran lKomnas lPerempuan lberasal ldari lAPBN, lmaka lperlu lpatuh 

lterhadap laturan ladministratif lkeuangan lnegara, lini lberlaku lbagi llembaga lnegara lyang 

lmenggunakan langgaran lAPBN lsebagai loperasional. lPemenuhan laturan ladministratif 

lmembuat lKomnas lPerempuan ltidak ldapat lmemenuhi lkebutuhan lbertindak lsecara lcepat, 

ldikarenakan lproses lpencairan ldana lAPBN lyang lcukup llama ldan lminimnya langgaran 

lmengakibatkan lbergantungnya lkegiatan lKomnas lPerempuan lpada lsumber ldana lyang 

lberasal ldari ldonor lInternasional.14
 lPadahal ldemi lmewujudkan lkefektifan linstitusi lnasional 

 
14  Enny Soeprapto dan Ery Seda, 2010, Op.cit, hlm. 40. 
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lHAM lperlu ldukungan lalokasi lpendanaan ldimana lnegaralah lyang lharus 

lbertanggungjawab ldemi lpemenuhan lkegiatan lKomnas lPerempuan. lHal litu lsangat 

lberpengauh lterhadap lrentannya lindependensi lyang lberdampak lpada ltidak lefektifnya 

ldalam lmenjalankan ltugasnya. 

 

3.4. lDukungan lSumber lDaya ldan lPertanggungjawaban 

Dukungan ldan lpertanggungjawaban lkelembagaan lyang ljelas ldapat lmemenuhi lsyarat 

lsebagai linstitusi lyang lefektif. lDalam lhal lini ldapat lbekerja ldengan lefektif, ldalam ltatanan 

loperasional, lKomnas lPerempuan lharus ldidukung loleh lsumber ldaya lmanusia, langgaran, ldan 

linfrastruktur lyang lmemadahi ldalam lpelaksanaan lmandatnya lyang ldibebankan lkepada lKomnas 

lPerempuan. lJika lKomnas lPerempuan lmenginginkan lkualitas lkelembagaan, lmaka lperlu lefisiensi 

lpelaksanaan lfungsi lterkait ldengan lkecukupan lalokasi langgaran lyang ltersedia. lperlu ldiketahu, 

lKomnas lPerempuan lterdiri ldari l15 langgota lbelum llagi lditambah ldengan lkeberadaan lsekretariat 

lKomnas lPerempuan lyang ldilaksanakan loleh lBadan lPekerja lyang lterdiri ldari lsejumlah lstaf. 

Tantangan lutama lbagi lKomnas lPerempuan lberkaitan ldengan lefektifitas lefisiensi 

lkelembagaannya ladalah lberkaitan ldengan lketersediaan lsumber ldaya lmanusia lyang lberkualitas, 

lyakni lpara langgota ldan lstaf, lserta lalokasi langgaran, lmasalahnya ladalah: l(a) lmemungkinkan 

lsejumlah langgota ltidak lbekerja lpurnawaktu ldan ltidak lmemadai lhonorarium lyang llayak, l(b) 

lketidakmantapan lstatus, lketidakpastian lkarir, lserta ltidak lmemadahinya lhonorarium luntuk lpara 

lstaf. lAlokasi lpendanaan lhonorarium lyang ltersedia lsesuai ldengan lPerpres lNo. l66 lTahun l2005 

ltentang lHonorarium lbagi lAnggota ldan lBadan lPekerja lKomisi lNasional lAnti lKekerasan lterhadap 

lPerempuan lhampir lpasti ltidak ldapat lmemenuhi lkebutuhan lstandar lhidup lyang lmemadahi, l(c) 

ltidak lseimbangnya langgaran lyang ldisediakan loleh lnegara l ldengan ltugas l lserta lluasnya lliputan 

lkerja lKomnas lPerempuan.15 

Selama lini, lprogram lKomnas lPerempuan ldalam lpembiayaan loperasional lbersumber lpada 

ldana lutama ldari lpemerintah lmelalui langgaran lAPBN lKomnas lHAM, llembaga ldonor lasing 

lInternasional, ldan lpihak lswasta. lDengan lsumber lpendanaan lyang lberasal ldari lAPBN lterhadap 

lKomnas lPerempuan ltiap ltahunnya ltidak lmengalami lkenaikan lyang lsignifikan. lHal litu ldiatur 

lkarena ldisebabkan loleh lfaktor lpemberlakuan lUndang-Undang lNo. l17 lTahun l2003 ltentang 

lKeuangan lNegara ldan lUndang-Undang lNo. l1 ltahun l2004 ltentang lPerbendarahan lNegara. 

lImplikasi ldari lkedua lUndang-Undang ltersebut, lmensyaratkan ladanya lsebuah lstruktur lsatuan 

lkerja lyang lpejabatnya lberstatus lpegawai lnegeri lsipil, lmaka lKomnas lPerempuan ltidak ldapat 

lmengelola lsendiri lalokasi ldana lyang lberasal ldari lAPBN. lSelama lini ldalam lpelaksanaan 

langgarannya lKomnas lPerempuan ltidak ldapat lmaksimal lmenggunakan langgaran lyang ltersedia, 

lhal lini lmenyebabkan lketergantungan lKomnas lPerempuan lterhadap lsumber lpembiayaan ldari 

llembaga ldonor lyang lsangat lbesar lkarena lfaktor lfleksibilitas lpenggunaannya lyang ltidak lharus 

lmelalui lpejabat lsekretariat ldi lkomnas lHAM.16
 lSelain litu, lketentuan-ketentuan lstandar lyang lada 

ldalam lpenggunaan ldana lAPBN lseringkali lmembuat lpengelolaan lkeuangan ldi lKomnas 

 
15  Ibid, hlm. 37. 
16 Abraham Ferry Rosando, ‘Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011’, SAPIENTIA ET VIRTUS, 1.1 (2014) <https://doi.org/10.37477/sev.v1i1.158>. 
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lPerempuan lmengalami lhambatan lkarena lsifat lkegiatan lKomnas lPerempuan lyang lbersifat 

lresponsif ldan ldinamis lharus lberhadapan ldengan lpengelolaan lkeuangan lnegara lyang lsudah 

lmemiliki laturan-aturan lyang lbaku. 

Persoalan lkejelasan ldalam ltanggungjawab lmerupakan lsyarat lbagi lefektifitas lkelembagaan. 

lDari lsisi lmekanisme l lpertanggungjawaban, lKomnas lPerempuan lmemberikan llaporan lhasil 

lpelaksanaan ltugas ldan lfungsinya lkepada lPresiden lsecara lberkala. lKedudukan lKomnas 

lPerempuan ldilihat ldari lsegi lpertanggungjawaban lhanya lmenyampaikan llaporan lterhadap 

lperistiwa lpelanggaran lHAM lterhadap lperempuan, lKomnas lPerempuan lmasih lbelum lmemiliki 

lstandarisasi lsistem llaporan lbaik lsecara linternal lmaupun leksternal lyang lakan lberdampak lpada 

lsistem lakuntabilitas lpublik lKomnas lPerempuan lmenjadi lbelum loptimal. 

Berdasarkan ljumlah lpermasalahan lterkait ldengan lkelembagaan lKomnas lPerempuan 

lseperti lyang lsudah ldijelaskan, ldapat ldirangkum lbeberapa lpersoalan lutama lyang ldihadapi 

llembagaan lKomnas lPerempuan, lyaitu: 

a. Masih lterbatasnya lalokasi lpendanaan lKomnas lPerempuan loleh lNegara. 

b. Belum ladanya lmekanisme lhubungan lkelembagaan lyang ljelas ldan lkerjasama ldengan 

lefektif lantara lKomnas lPerempuan ldengan llembaga-lembaga llainnya. 

c. Belum loptimalnya llandasan lhukum lpembentukan lKomnas lPerempuan lsebagai linstitusi 

lnasional luntuk lperlindungan lhak lasasi lperempuan. 

d. Belum loptimalnya lsistem lakuntabilitas lpublik lKomnas lPerempuan. 

e. Masih llemahnya lsistem lpengelolaan lmanajemen lkelembagaan lterutama lpersoalan 

lpengelolaan langgaran ldan ldukungan lkualitas lsumber ldaya lmanusianya. 

 

4. l lPenutup 

 Berdasarkan lsejumlah lkriteria lberkaitan ldengan lefektifitas lKomnas lPerempuan ldalam 

lmenjalankan ltugasnya, lditinjau ldari lsegi lindependensi, lyurisdiksi lyang ljelas, lkewenangan lyang 

lmemadahi, lkemudian lakses, lkerjasama, lserta ldukungan lsumber ldaya ldan ltanggungjawaban, 

lmaka leksistensi lKomnas lPerempuan lmasih lmemiliki lbanyak lkekurangan ldan lbelum lmemenuhi 

lelemen-elemen lkelembagaan lsebagai llembaga lperlindungan lHAM lyang lefektif. lAdanya 

lkelemahan lupaya lperlindungan lmengakibatkan lkurang lefektifnya lKomnas lPerempuan ldalam 

lmenegakkan lperlindungan lHAM lkhususnya lperlindungan lhak-hak lasasi lperempuan ldi 

lIndonesia. l 

 Oleh lsebab litu, luntuk lmengatasi lpersoalan ltersebut ldiperlukan lpenataan lterhadap 

lkelembagaan lKomnas lPerempuan ldengan lmenyesuaikan lpengaturan lkelembagaannya 

lberdasarkan lelemen-elemen lkelembagaan linstitusi lnasional lHAM lyang lefektif ldan ldiberi 

ltambahan lkewenangan lkuasi lyurisdiksi lagar ldapat lmenangani lkasus-kasus lpelanggaan lHAM 

lterhadap lperempuan. 
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